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A. Latar Belakang

Struktur keberedaan manusia (eksistensi) dalam pandangan hidup Pancasila
adalah kebersamaan dengan sesamanya di dunia. Lingkungan hidup manusia atau
dunia kehidupan kongkret manusia (lebenswelt), yakni dunia yang di dalamnya
manusia menjalani kehidupannya, mencakup alam semesta dengan segala isi nya,
termasuk sesama manusia dan kulturnya yang dialaminya. Struktur keberadaan yang
demikian itu menyebabkan dengan sendirinya kehidupan manusia selalu
menghadirkan hukum didalamnya. Dengan kata lain, keberadaan hukum itu inheren
dalam keberadaan manusia, karena struktur keberadaannya yang ada bersama dengan
sesamanya di dunia, dan manusia itu berakal budi serta berhati nurani.

Salah satu cabang ilmu hukum yang ada adalah hukum pidana, hukum pidana
yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi,
yaitu sebagian tersebar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-
undang (wetboek), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
menurut suatu sistem yang yang tertentu.’Bentuk kejahatan dalam hukum pidana
sebagai tindakpidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum

pidana dan disertai dengan adanyasanksi pidana untukyang melanggarnya.®

! Satjipto Rahardjo dkk, Refleksi dan Rekontruksi Ilmu Hukum Indonesia, Thafa Media,
Yogyakarta, 2012, him.63

2 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, him. 17
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Undang-Undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum,
sehingga tindak pidana berlaku bagi semua bagi semua orang. Adanya unsur sifat
melawan hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan
hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang
ditentukan dalam undang-undang. Terpenuhi nya seluruh unsur tindak pidana
dinamakan juga dengan sifat melawan hukum formil.*

Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang diatur dalam
Buku ke-1I KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP. Perbuatan pidana itu
juga meliputi tindakan pelanggaran-pelanggaran.’Dalam arti luas, kejahatan tidak
hanya ditentuka noleh perundang-undangan dalamhukum pidana saja, melainkan pula
perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian.®

Korban kejahatan membutuhkan perlindungan hukum karena setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama didepan hukum sesuai dengan pasal 28 D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menjamin
perlindungan terhadap korban kejahatan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk dengan menimbang bahwa jaminan
perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses

peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara

* Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Prenada Media Group,
Jakarta, 2016, him.107
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bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.
Perlindungan hukum itu sendiri dijelaskan dalam pasal 1 ayat (8) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai segala upaya pemenuhan hak
dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban
yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau
lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada uraian diatas, ada beberapa perlindungan terhadap korban
kejahatan yang lazim diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) atau lembaga lain yang diataur oleh Undang-Undang, antara lain sebagai
berikut :’

1. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No 31 Tahun 2014 Seorang Saksi dan

Korban berhak:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta
bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian
yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan
dan dukungan keamanan;

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

d. Mendapat penerjemah;

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

" Johan Runtu, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pldana,
Lex Crimen Vol.1/No.2/April-Juni, 2012, him.30



f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

i. Mendapat identitas baru;

J.  Mendapatkan tempat kediaman baru;

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

I.  Mendapat nasihat hukum; dan/atau m. memperoleh bantuan biaya
hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

2. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No 31 Tahun 2014 Korban dalam
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

a. Bantuan medis; dan

b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosia

Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam

masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk,
intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah
kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan
keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap
kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.®

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan

hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan

® Ni Made Dwi Kristiani, Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) di Tinjau Dari
Perspektif Kriminologi, Jurnal Magister Hukum Udayana, Denpasar, 2014, him. 372



kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.’Ada 15 bentuk kekerasan seksual

yang ditemukan oleh Komnas Perempuan dalam pemantauannya selama 15 tahun

(1998-2013) yaitu:'°

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Perkosaan
Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Pelecehan seksual

. Eksploitasi sosial

. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Prostitusi Paksa

. Perbudakan seksual

. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung

Pemaksaan kehamilan

Pemaksaan Aborsi

Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Penyiksaan seksual

Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Praktik  tradisi bernuansa  seksual yang ~membahayakan atau
mendiskriminasi perempuan

Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas

dan agama

% Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Seksual Advokasi Atas
Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2001, him.32
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https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual
115%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf di akses pada 14 Oktober 2019 pukul 14: 12 Wib



Kekerasan seksual yang akan dibahas disini adalah tindak pidana perkosaan,
perkosaan merupakan kekerasan seksual yang menimbulkan banyak akibat dan
trauma kepada korbannya, baik trauma secara fisik maupun psikis. Perkosaan tidak
hanya menjadikan perempuan dewasa sebagai korban, namun anak dibawah umur
pun bisa menjadi korban perkosaan.Perkosaan merupakan tindak pidana yang diatur
dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa
seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan
perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan
privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik
karenakejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan
keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun
psikologis bagi kaum perempuan. Perkosaan dan penanganan-nya selama ini menjadi
salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi
manusia, khususnya perempuan dari tindakan kekerasan seksualyang tergolong pada
kekerasan terberat.Perlindungan terhadap perempuan telah dinyatakan pula oleh
Konvensi PBB yang telah menjangkau perlindungan perempuan sampai ke dalam
urusan rumah tangga, tidak sebatas hak perempuan diluar rumah atau sektor publik.
Hal itu dapat dijadikan tolak ukur mengenai peningkatan kepedulian terhadap HAM
khususnya perempuan, meskipun KUHP kita belum mengatur mengenai perkosaan
oleh suami kepada istri.Perkosaan ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalitas
yang melanggar HAM perempuan karena lebih memposisikan keunggulan

diskriminasi gender.



Salah satu contoh kasus pemerkosaan yang terjadi adalah kasus perkosaan
yang menjadikan seorang siswi berinisial DP sebagai korban, DP adalah seorang
siswi berusia 17 (tujuh belas) tahun yang di perkosa oleh pacar nya sendiri. Selain
diperkosa oleh pacarnya, DP juga digilir oleh 6 buruh di sebuah gudang batako.
Kasus ini terjadi diKecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat.Menurut perkembangan terakhir ke- 6 (enam) buruh pelaku
perkosaan dan pacar DP sudah diringkus oleh kepolisian setempat. DP terpaksa
berhenti sekolah karena tengah mengandung 5 bulan dan tidak tau terkait ayah dari
bayi yang ia kandung.**

Bertolak dari kasus diatas, DP merupakan siswi sekolah menengah yang baru
berusia 17 (tujuh belas) tahun, merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
perlindungan Anak, DP yang merupakan korban perkosaan adalah anak dibawah
umur menurut Undang-Undang ini. Karena menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
ini, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.Selain itu korban perkosaan akan mengalami
trauma yang mendalam dan menanggung malu. Tidak hanya korban, keluarga korban

juga di rugikan akan hal ini.

1 Damanhuri, Gadis 17 Tahun Hamil 5 Bulan Setelah Dlgilir Sama Pacar dan 6 Buruh di
Gudang Batako, https://bogor.tribunnews.com/2019/09/19/gadis-17-tahun-hamil-5-bulan-setelah-
digilir-sama-pacar-dan-6-buruh-di-gundang-batako?page=3, di akses pada 14 Oktober 2019 pada
pukul 12:33 Wib



Dalam upaya mengantisipasi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak termasuk kasus tindak pidana kekerasan seksual, maka dibentuklah Unit
Pelaksa Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) lewat
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan
dan anak di setiap daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPTD PPA) memiliki fungsi menyelenggarakan layanan : pengaduan
masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara,
mediasi dan pendampingan korban.*?

Di Provinsi Sumatera Barat sendiri Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) beralamat di JI. Rasuna Said No.
74. Menurut kepala bagian pengaduan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA), terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018 sudah
banyak kasus yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat. Bahkan kasus yang
tidak bisa diselesaikan pada tingakat Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat,
dilimpahkan ke UPTD PPA Provinsi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penulisan skripsi ini
penulis tertarik mengambil judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH UNIT PELAKSANA

2Kemenppa, Megenal UPTD PPA
https:/iwww.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa, diakses pada 14
Oktober 2019. pukul 14:22 Wib.



TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD
PPA) PROVINSI SUMATERA BARAT”
B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan
rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun
rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap  korban tindak pidana perkosaan
yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat?

2. Apa saja kendala dan upaya mengatasi kendala yang di hadapi oleh Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
Provinsi Sumatera Barat dalammelakukan perlindungan hukum terhadap
korban tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan di capai
dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dan upaya yang diambil oleh Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap

korban tindak pidana perkosaan.



D. Manfaat penelitian
Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara
teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :
1. Manfaat teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan
memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu
hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.

b. Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah
selanjutnya.

c. Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui bagaimana perlindungan
hukum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat terhadap
korban tindak pidana perkosaan di Provinsi Sumatera Barat

2. Manfaat praktis

a. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat
mengenaibagaimana perlindungan hukum yang diberikan olehUnit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
Provinsi Sumatera Barat terhadap korban tindak pidana perkosaan di
Provinsi Sumatera Barat.

b. Kepada para penegak hukum yang berkewajiban dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap korban perkosaan, agar dapat menjalankan



tugas dan fungsinya dengan baik dan professional sebagaimana yang telah
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
E. Kerangka Teoritis dan konseptual
1. Kerangka Teoritis
a. Teori Perlindungan Hukum
Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan adanya upaya
melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu
kekuasaan  kepadanya untuk  bertindak dalam kepentingannya
tersebut.Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus
merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan
(pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum
terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya
kepastian hukum. ™
Menurut Pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum
bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.
Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa, yang mengarahkan tindakan bersikap hati-hati dalam pengambilan
keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan
untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di

lembaga peradilan.*

13 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983, him 21
Y Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina llmu,
Surabaya, 1987. him.29



Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya
untuk melindungi masayarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan
ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk
menikmati martabatnya sebagai manusia.™

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua
bagian, yaitu :*°
1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam
peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan
dalam melakukan suatu kewajiban.
2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa
sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan
apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum

merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ideide dan konsepkonsep

15 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister llmu Hukum Pasca Sarjana Universitas
Sebelas Maret, Surakarta, 2004, him.3

' Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Magister IImu
Hukum Program Pascasarjana Univeritas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, him.20



menjadi  kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk

7 Menurut

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.
Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan sematamata pelaksanaan
perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang
menghambat dalam penegakan hukumnya, yaitu sebagai berikut: *®
1) Faktor Perundang-undangan
Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan
hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah
hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga
macam hal berlakunya kaedah hukum.
2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam
kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa
penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan
kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.
3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang

YSatjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, him. 24

8S0erjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1993, him. 8



memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan
penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting
dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.
5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum
adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus
mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam
penegakan  hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan
perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan
semakin mudahlah dalam menegakannya.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan
perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat
terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga
keselarasan, keseimbangan dan Kkeserasian antara moralitas sipil yang
didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses
kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka
pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana

sebagai suatu sistem peradilan pidana.



2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan
hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu
konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu
abstaksi dari gejala tersebut.°Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta,
sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta
tersebut.?’

Dalam kerangka Konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-
pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan , sehingga
tidak ada kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dimaksud.?* Hal ini juga
bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata.?’> Pengertian
kata-kata yang dimaksud adalah antara lain :

a. Perlindungan hukum
Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang
lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka
dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.?

b. Korban

19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Pres, Jakarta, , 2010, him. 132
20q1hs
Ibid
2! Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him.221
22| |h;
Ibid
2% satjipto Rahardjo, 1lmu hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him.53



Orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita ( mati dan
sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya®

. Tindak Pidana Perkosaan
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut.?
Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak
seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk
melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis,
secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa
Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi
atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan
sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.”®

. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD
PPA)
Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah unit pelaksana teknis daerah yang

dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan

24 Menurut KBBI
2* Moeljatno, Op.Cit, him.59
2Menurut KBBI



anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan
masalah lainnya.
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah
Dalam penelitian inipenulis menggunakan pendekatan secara yuridis

sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai
institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang
nyata.”” Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang
bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan
terjun langsung ke obyeknya, yaitu mengetahui bagaimana perlindungan
hukum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat terhadap
korban tindak pidana perkosaan di Provinsi Sumatera Barat.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan dan

menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD
PPA) Provinsi Sumatera Barat terhadap korban tindak pidana perkosaan di
Provinsi Sumatera Barat.

3. Jenis data
Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

a. Data Primer

2 Soerjono Soekanto,Op. Cit, hlm 51



Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan
cara wawancara kepada pihak pihak yang berwenangdi Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi
Sumatera Barat.

. Data sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan
(library research).Sumber data yang diperolen melalui penelitian
kepustakaan meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum

mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku

yang ada hubungannya dengan masalah ini.Peraturan perundang-
undangan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar 1945

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban.

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016



Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak.

f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum vyang erat
kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji ,bahan hukum
sekunder ini berbentuk :
a) Buku-buku atau literatur
b) Pendapat-pendapat para ahli
c) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini

3). Bahan Hukum Tersier
Yaitu Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan
kamus-kamus hukum.

4. Teknik pengumpulan data
a. Studi Dokumen
Dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis
mengenai masalah yang diteliti dari instansi tempat melakukan penelitian.

b. Wawancara



Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mewawancarai responden,dalam hal ini penulis
melakukan wawancara lansung denganpihak-pihak yang berwewenang di
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat.

5. Pengolahan Data
Dalam proses ini,dilakukan penyeleksian terhadap data yang diperoleh baik
data yang diperoleh melalui studi lapangan(data primer) maupun data yang
diiperoleh melalui studi kepustakaan(data sekunder).Sehingga data-data
yang digunakan adalah data yang betul-betul dibutuhkan dalam pembahasan
permasalahan dan menghasilkan suatu kesimpulan .

6. Analisis Data
Data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara
kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang
diperoleh di lapangan sehingga memberikan gambaran dari permasalahan
yang penulis teliti.Dalam menganalisa data penulis juga berpedoman pada
peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli atau doktrin

yang terkait dengan permasalahan.



